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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya era globalisasi membuat teknologi internet, media, serta
informatika pada era modern sangat berkembang dengan pesat. Akibat yang
dihasilkannya memunculkan banyak dampak positif maupun dampak negatif pada
kehidupan masyarakat. Berbagai jenis kejahatan yang muncul baik secara individu
maupun kejahatan yang dilakukan berkelompok. Indonesia merupakan negara
hukum yang mempunyai aturan hukum tersendiri dalam hal ini masyarakat yang
berada dalam negara tersebut harus berupaya mengikuti perkembangan beragam
jenis bentuk kejahatan.!

Jika dalam suatu negara saja tidak bisa mengikuti perkembangan kejahatan
yang ada maka akan membuat permasalahan baru bagi penegak hukum dalam
menyelesaikan kejahatan yang timbul karena kelemahan dari hukum itu sendiri.
Sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Implementasi hukum perlu dilaksanakan sebagai bentuk suatu usaha
mencegah pelanggaran dan kejahatan agar bisa terwujudnya cita-cita dari bangsa

Indonesia. Dengan dilakukannya penegakan hukum di Indonesia maka norma

! Muhamad Ngafifi, “Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif
Sosial Budaya”, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, Vol. 2 No. 1, 2014, him.
34,



hukum dapat berfungsi secara aktual sebagai acuan perilaku masyarakat terutama
untuk masyarakat yang berada di negara Indonesia.> Dalam hal ini tidak hanya bagi
warga negara Indonesia saja ini juga dapat berlaku semua negara.

Perkembangan internet didunia menghasilkan peristiwa kejahatan yang
dapat dikatakan baru atau yang biasa disebut dengan kejahatan siber (cyber crime).?
Motif dari cyber crime itu sendiri masi memiliki banyak arti, seperti yang
dikemukan oleh kepolisian negara Inggris bahwa cyber crime merupakan
penyalahgunaan jaringan computer yang digunakan dengan maksud melakukan
kejahatan untuk mempermudah teknologi digital. Dalam hal ini misalnya
penyebaran illegal content, seperti cyber gambling, cyber terrorism, cyber fraud
(penipuan siber), cyber blackmail (pemerasan), dan masih banyak yang lainnya.
Tidak mengherankan jika layar di smartphone sering bermunculan dengan iklan-
iklan judi, pornografi serta penipuan, itu dikarenakan berasal dari dalam negeri
maupun luar negeri.*

Tindakan cyber merupakan tindakan yang dilakukan secara online namun
dampak yang dihasilkannya nyata meskipun alat buktinya berupa elektronik.
Dengan demikian subyek pelaku yang harus dikualifikasikan telah melakukan
perbuatan hukum secara nyata.> Menurut salah satu pendapat ahli Barda Nawawi

Arief bahwa prosedur dari kriminalisasi adalah kebijakan untuk menentukan suatu

2 Afwa Hilman H,dkk, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online
Ditinjau Dari Ilmu Kriminologi*, Jurnal llmiah Wahana Pendidikan, Vol. 10 No. 11, 2024, hlm. 23.

3 Miftakhur Rokhman H,dkk, “Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan
Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia” Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum
Islam, Vol. 23 No. 2, 2020, him. 401.

4 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi
Informasi, Bandung : Grafika Aditama, 2005, hlm. 89.

5 Indriani Berlian M.dkk, “Kajian Yuridis Cyber Crime Penanggulangan Dan Penegakan
Hukumnya”, Lex Crimen, Vol. X No. 5, 2021, hlm. 26.



tindakan yang awalnya merupakan bukan sebuah tindak pidana berubah menjadi
perbuatan tindak pidana. Jadi pada kenyataannya, perbuatan kriminalisasi terhadap
tindak pidana teknologi informasi adalah bagian dari kebijakan kriminal (criminal
policy) dengan menggunakan instrument hukum pidana (penal), maka dari itu
masih masuk ke dalam kebijakan hukum pidana (penal policy).®

Sejalan dengan istilah yang telah dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief
menyebutkan bahwa kejahatan diruang siber atau yang sering disebut (cyber space)
sama dengan tindak pidana mayantara.” Pendapat ahli lainnya seperti yang
dikemukakan oleh Mas Wigrantoro Roes Setiyadi dan Mirna Dian Avanti Siregar
menyebutkan bahwa belum adannya definisi mengenai paham kejahatan teknologi
informasi akan tetapi secara umum telah memiliki adanya kesamaaan dalam
pengertian kejahatan siber. Pendapat ini dapat memajukan kehadiran computer
yang sudah berkembang sehingga terjadinya universalisasi aksi dan dampak yang
dirasakan melalui kejahatan siber.®

Seiring dengan berkembangnya teknologi munculnya social media
menjadikan social media sebagai media sarana marketing dalam sebuah bisnis
adalah hal yang utama. Pada saat ini dapat ditemukan berbagai macam teknik yang
digunakan untuk melakukan pemasaran, teknik marketing yang digunakan sebuah

perusahaanpun harus bisa menyesuaikan perkembangan tersebut, salah satunya

® Barda Nawawi A, Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo, 2002, hlm. 268.

7 Ibid. hlm. 267.

8 Nofrandi Mesakh,dkk, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Kota
Medan”, Jurnal Diktum, Vol. 2 No. 1, 2023, him. 181.



dengan menggunakan teknologi pemasaran secara digital. Dalam hal ini teknik
pemasaran digital yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan endorse.’

Social Media yang diminati oleh masyarakat biasanya cenderung mengarah
kepada aplikasi yang bisa memberikan motivasi hingga penemuan penemuan yang
bisa membuat pengguna aplikasi tertarik dengan adanya fenomena yang baru.
Penggunaan social media instagram saat ini sudah menjadi tren dikalangan
masyarakat. Penggunaan Instagram dijadikan sebagai tempat untuk melakukan
pemasaran secara digital dikarenakan saat ini pengguna instagram sudah mencapai
1 milyar lebih pengguna yang aktif. Keadaan ini menjadikan peluang bagi pelaku
bisnis.!°

Influencer endorsement merupakan aktivitas promosi yang menggunakan
jasa orang lain untuk mengenalkan atau menawarkan kepada masyarakat terkait
produk, brand, ataupun hal-hal yang menarik untuk ditawarkan kepada masyarakat
luas.!! Dalam hal ini biasanya orang yang dijadikan target untuk melakukan suatu
endorse merupakan orang yang memiliki banyak followers dan aktif dalam dunia
social media seperti Instagram, twitter, tiktok dan social media lainnya yang biasa
disebut Influencer. Influencer sendiri diartikan sebagai seorang figur yang dianggap

sebagai pemengaruh atau memiliki pengaruh dan memiliki target konsumen.!'? Dari

 Ignasius Yosanda N, dkk, “Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang

Mempromosikan Situs Judi Online” Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3 No. 2, 2021, hlm. 236.

10 Indita Dewi A dan Dita Murtiariyati, “Instagram Sebagai Media Promosi Dalam
Meningkatkan Jumlah Penjualan Pada A.D.A Souvenir Project”, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis
Indonesia STIE Widya Wiwaha, Vol. 2 No. 2, 2022, hlm. 467.

! Verlina Indriyani,dkk, “Pengaruh Online Customer Review dan Celebrity Endorsment
Terhadap Eksistensi Di Media Sosial Instagram pada Toko Elv_Bucket Pringsewu”, Indonesian
Journal of Multidisciplinary on Social and Technology, Vol. 1 No. 3, 2023, hlm. 278.

12 Ambo Sakka H, “Dampak Media Sosial Influencer Terhadap Minat Beli Konsumen dan
Promosi Produk Sebagai Variabel Intervening”, Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis, Vol.
5No. 1, 2022, him. 144.



banyaknya social media yang ada, Instagram yang paling sering dijadikan tempat
untuk melakukan endorsement dikarenakan banyak fitur yang menarik untuk
ditawarkan. Tujuan yang dicapai dalam menggunakan teknik Influencer
endorsement adalah menarik atau mempengaruhi masyarakat yang menggunakan
social media khususnya instagram untuk membeli, melakukan, ataupun mengikuti
apa yang ditawarkan oleh influencer. Biasanya influencer yang melakukan promosi
adalah sosok yang sudah di kenal masyarakat luas.'?

Dari tujuan influencer endorsement di atas memperlihatkan bahwa social
media memberikan banyak dampak yang bermanfaat sebagai sebuah instrument
untuk menawarkan sesuatu hal kepada masyarakat secara luas. Namun tetap saja
seorang influencer masi tetapla manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan yang
berawal memiliki dampak positif bagi orang lain yang melihatnya menjadikan
kegiatan endorsement ini suatu perbuatan tindak pidana di bidang digital atau siber.
Dapat dikatakan bentuk kejahatan yang dapat dilakukan melalui digital atau
computer biasa dikenal dengan istilah kejahatan dunia maya. Salah satu bentuk
kejahatannya adalah online gambling atau perjudian secara online.'*

Di Indonesia sendiri banyak Influencer yang menerima endorsment situs
judi online. Sesuai dengan Indeks Keamanan Siber Nasional (NCSI) pada tahun

2022, Indonesia berada pada tingkat nomor 6 di Asia Tenggara dan ke 83 dari 160

13 Novi Tri H dan Alexander Wirapraja, “Pengaruh Influencer Marketing Sebagai Strategi
Pemasaran Digital Era Moderen (Sebuah Studi Literatur)” Jurnal Eksekutif, Vol. 15 No.1, 2018,
hlm. 137.

14 Dedi Harianto, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan,
Bogor : Ghalia Indonesia, 2010, hlm.5.



negara secara global yang memiliki kasus siber terbanyak.!> Hasil riset Populix
yang diterima pada tanggal 21 hinggal 28 November 2023 secara online terdapat
84 persen responden mengenai iklan perjudian online masuk ke dalan konten social
media seperti Youtube, Instagram. Iklan tersebut kerap kali terlihat konten
Instagram dari para influencer yang memposting gambar bermuatan illegal seperti
melakukan promosi permainan judi online dengan persentase sebanyak 20 persen. '
Berdasarkan riset lainnya yang dilansir dari data reportal menyatakan pengguna
media sosial di Indonesia pada tahun 2023 mengalami perkembangan yang
signifikan sebanyak 167 juta pengguna media sosial, diantaranya berusia 18 tahun
keatas 79,5 persen dari total populasi masyarakat.'’

Perjudian adalah suatu tindak pidana dolus yang sudah menjadi peristiwa
yang biasa dijumpai dikalangan masyarakat dunia baik di negara Indonesia sendiri
maupun di negara lain. Pada umumnya metode yang dilakukan dalam perjudian
melakukan permainan dengan memilih salah satu jenis permainan saja. Siapa saja
yang menang akan mendapatkan hasil dari taruhan dari pihak yang kalah dalam
permainan taruhan itu. Biasanya taruhan dintentukan di awal sebelum permainan di

mulai sehingga pihak yang akan bertaruh tahu dia akan mendapatkan apa jika

memenangkannya. Diera digital permainan perjudian pun beralih pula ke

5 Dimas Febriawan dan Hizra Marisa, “ Understanding Indonesia”s Cyber Security
Policies: Opportunities and Challenges In The Digitalization Transformation Era”, Journal of
Election and Leadership (JOELS), Vol. 5 No. 1, 2024, hlm. 14.

16 Riset: Orang Indonesia Main Judi Online Gegara Iklan Medsos Hingga Promosi
Influencer, https://www.suara.com/tekno/2024/02/08/122214/riset-orang-indonesia-main-judi-
online-gegara-iklan-medsos-hingga-promosi-influencer, (Akses 29 September 2024).

17 Menilik Pengguna Media Sosial Indonesia 2017-2026,
https://data.goodstats.id/statistic/menilik-pengguna-media-sosial-indonesia-2017-2026-xUAlp
(Akses 22 Oktober 2024).




permainan judi online agar terlihat lebih praktis dan aman.'® Ada banyak situs
permainan yang menarik ditawarkan dalam permainan judi onl/ine dan juga metode
memainkannya tergolong cukup mudah hanya bermodalkan internet dan
smartphone ataupun laptop saja. Penggunanya dapat memainkan permainan judi
dimana saja, hal ini lah yang menarik masyarakat luas beralih ke perjudian secara
online.

Tindak pidana perjudian online berawal pada tahun 1994 disebabkan adanya
perdagangan bebas di Negara Karibia Antigua dan Barbuda yang berhasil lolos dari
undang-undang kebebasan berdagang sehingga mendapatkan izin terhadap
komunitas atau organisasi untuk membuat situs judi di internet. Pada saat itu ada
beberapa perusahaan yang mengembangkan software kasino online dimulai dari
perusahaan yang bernama microgaming. Dalam pengembangannya perusahaan
yang bernama cryptologic melanjutkan hasil software microgaming dengan
membuat sistem keamanan agar kasino online dapat berjalan dengan aman di tahun
1996."°

Tindak pidana perjudian secara online sudah menjadi masalah yang sangat
serius sekarang, faktanya perjudian secara online ini bisa diakses oleh siapa saja
tanpa memandang usia. Tidak hanya merugikan orang dewasa melainkan akan
berefek bagi anak-anak yang mencoba mengakses situs judi online yang mereka
lihat dari lingkungannya. Dampak yang ditimbulkan anak akan kecanduan

permainan itu jika dia memenangkannya berujung akan menimbulkan kerugian

18 Safira Mustagqilla,dkk, “Analisis Maraknya Warga Miskin yang Kecanduan Judi Online
di Indonesia”, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 2, 2023, hlm. 123.

1% Pande Putu RP,dkk, “Sanksi Pidana Terhadap Para Pemasang Dan Promosi Iklan
Bermuatan Konten Judi Online”, Jurnal Prefensi Hukum, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 157-158.



materiil yang besar jika dia kalah dalam permainannya. Bagi orang dewasa yang
memainkan judi mereka cenderung akan terganggu pada kondisi psikologisnya
seperti suka berkelahi dan suka marah marah. Hal ini membuat mayoritas orang
merasa sangat resah akibat adanya permainan perjudian.?

Di Indonesia sendiri memiliki aturan yang mengatur tentang larangan
bermain judi terdapat pada Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) yang berbunyi:?!

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda
paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa seizin:

a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk
permainan  judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan
sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;

b. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak
umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan
usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan
adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian;
Seterusnya, aturan bagi orang yang melakukan permainan judi online diatur

diluar dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengacu pada Pasal 27
Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: setiap

20 Safira Mustagqilla,dkk, Op.Cit, hlm. 122.

2! Claudio Gideon W. dkk, “Penertiban Perjudian Menurut Peraturan Perundang-Undangan
Pidana Indonesia (Analisis Pasal 303 KUHPidana Jo. UU No. 7 Tahun 1974)” Lex Crimen, Vol. IX
No. 3, 2020, hlm. 75.



orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau
membuat dapat diaksesnya informasi dan dokumen elektronik yang memiliki
muatan perjudian.?

Sebagai contoh kasus Influencer yang tersandung pidana terkait
endorsement judi online adalah Apriazi Sundana yang tercatat pada Putusan Nomor
907/Pid.Sus/2022/Pn.Plg. Beliau merupakan [Influencer asal Palembang yang
memiliki nama panggung Ubey Apsenso dengan pengikut di Instagram sebesar 149
ribu akun. Pada awalnya berdasarkan pengakuan terdakwa menerima direct
message dari salah satu temannya yaitu Sisca Mellyana (SM) yang mengajak untuk
berkerja sama mempromosikan situs judi online di Instagram dengan bayaran
sebesar Rp 4.000.000,-.

Namun pada awalnya terdakwa sudah menolak tawaran dari SM namun,
SM terus meyakinkan bahwa situs judi onl/ine yang akan terdakwa promosikan ini
aman dan tidak akan terjadi masalah hukum sehingga akhirnya tercapai suatu
kesepakatan antara terdakwa dengan SM. Dalam perkara ini terdakwa dijatuhi
putusan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp
2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
maka diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan.

Terdapat kasus yang serupa dengan kasus diatas pada putusan nomor
69/P1d.Sus/2024/Plk dalam kasus ini terdakwa yang dikenal sebagai influencer ini

karena pengikutnya banyak di instagram juga melakukan endorsment judi online di

22 L. Heru Sujamawardi, “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik”, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol. 9 No. 2, 2018, hlm. 88.
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media sosialnya. Namun dalam putusan ini memiliki perbedaan dengan putusan
yang di atas. Vonis dari jaksa menyatakan hukumannya lebih berat yakni 5 tahun
penjara dengan denda 2 juta rupiah. Sedangkan pada putusan Aprianzi Sundana di
atas hanya di vonis penjara selama 10 bulan dan denda 1 juta lebih ringan dari kasus
influencer asal Kalimantan Tengah ini. Perbedaan vonis yang dijatuhi hakim pada
kasus yang dijerat dengan pasal sama dan kasus yang sama ini membuat penulis
tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait perbedaan hasil putusan yang ditetapkan
oleh hakim.

Judi online sebagai bagian dari perkembangan teknologi yang berdampak
negatif perlu disikapi dari berbagai sudut pandang. Kecanduan judi online
menyebabkan kerugian materiil yang sangat besar bagi yang memainkannya. Selain
itu juga memiliki potensi untuk para pemainnya melakukan tindak kriminal apabila
dia sudah mencapai kerugian yang sangat besar. Seseorang yang disebut Influencer
merupakan orang yang memiliki banyak massa dan juga memiliki jangkauan
pengaruh yang luas. Sehingga apabila judi online ini dipromosikan oleh influencer
maka makin banyak masyarakat yang dapat mengakses judi online. Apakah ada
sanksi yang berbeda berdasarkan pengaruh tingkat individu, atau seharusnya semua
pelanggaran ditindak dengan cara yang setara. Maka dari itu, berdasarkan uraian
di atas, penulis tertarik untuk mengangkat isu hukum terkait judi online yang
dipromosikan oleh influencer dan juga upaya-upaya yang harus dilakukan untuk
memberantas judi online ini yang disusun dalam bentuk skripsi dan diangkat
dengan judul “PENJATUHAN PIDANA TERHADAP INFLUENCER YANG

MEMPROMOSIKAN JUDI ONLINE MELALUI SOCIAL MEDIA.”
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengangkat
beberapa yaitu:
1. Bagaimana penjatuhan pidana terhadap influencer yang mempromosikan
judi online melalui media sosial?
2. Bagaimana perbandingan sistem penegakan hukum dalam memberantas

judi online di Indonesia, Belanda, dan Jerman?

C. Tujuan Penelitian
Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini
yang akan penulis capai adalah:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan sanksi pidana yang
diberikan kepada influencer judi online melalui media sosial.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis penegakan hukum di Indonesia,

Belanda, dan Jerman dalam memberantas judi online.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah:
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak
akademis sebagai bahan kajian penelitian lebih lanjut dalam
memahami penjatuhan pidana terhadap seorang influencer yang

menjadi promotor situs judi online di media sosial.
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2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah ilmu
pengetahuan bagi pembaca serta menjadi sumber informasi bagi para aparat
penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga permasyarakatan,
dalam menegakkan hukum bagi influencer sebagai promotor situs judi

online di media sosial.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini, penulis membatasi pada pembahasan
mengenai penjatuhan pidana terhadap influencer yang mempromosikan atau
menjadi promotor situs judi on/ine di media sosial contohnya di platform Instagram
dan perbandingan aturan yang mengatur mengenai judi online antara negara

Indonesia, Belanda, dan Jerman.

F. Kerangka Teori
Adapun kerangka teori yang akan digunakan dalam membahas rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah Teori Pemidanaan,
1. Teori Pemidanaan
Pemidanaan adalah langkah yang komplek dalam sistem peradilan
pidana sebab melibatkan banyak orang yang memiliki respon berbeda beda.
Komponen terpenting dalam sistem pemidanaan merupakan penetapan

suatu sanksi terhadap pelaku. Keberadaannya akan menghadirkan berbagai
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pertimbangan perihal apa yang semestinya dijadikan sanksi pada suatu
tindak pidana dalam menegakkan berlakunya norma.?

Sistem pemidanaan dapat definisikan sebagai proses penetapan
sanksi serta proses dari pemberian sanksi yang ada pada hukum pidana.
Dalam wuraian ini salah satu ahli hukum Sudarto mengemukakan
pendapatnya mengenai sistem pemidanaan ini bahwa pemberian pidana
secara keseluruhan mencakup penetapan sistem sanksi hukum pidana yang
berkaitan dengan pembentukan undang-undang, sedangkan pemberian
pidana secara khusus mencakup berbagai badan yang masing-masing
mendukung dan menerapkan sistem sanksi hukum pidana.?*

GP Hoemagels seorang ahli hukum lainnya memberikan penjelasan
yang lebih luat mengenai sanksi ini bahwa sanksi dalam hukum pidana
mencakup semua Tindakan yang diambil terhadap pelanggaran yang telah
diatur oleh undang-undang, mulai dari penahanan tersangka dan penuntutan
terdakwa hingga vonis yang diputuskan oleh hakim. Hoemagels
menganggap pidana sebagai siklus waktu, sehingga keseluruhan siklus itu
dianggap sebagai pidana.?

Berdasarkan wuraian diatas, penelitian ini menggunakan teori
pemidanaan berguna untuk memperjelas dan memahami penjatuhan sanksi
dalam suatu tindak pidana. Teori pemidanaan membantu mengevaluasi

efektivitas sanksi hukum dalam mengurangi kejadian judi online serta

23 Rabith Madah KH.dkk, “ Penetapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem
Pemidanaan Di Indonesia”, Yustisia Merdeka: Jurrnal Ilmiah Hukum, Vol. 8 No. 2, 2022, him. 58.

24 Ibid, hlm.58.

3 Ibid, hlm.59.
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memberikan gambaran tentang bagaimana kebijakan penegakan hukum
dapat dioptimalkan. Dengan mengacu pada teori ini, penelitian dapat
menganalisis apakah pendekatan hukuman yang diterapkan selama ini
mampu memberikan efek jera dan rehabilitasi bagi pelaku, atau justru perlu
adanya perubahan strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan komponen paling penting dari
putusan hakim. Pertimbangan hakim ini harusla dilakukan dengan baik,
teliti, cermat, dan penuh pertimbangan agar putusannya mengandung nilai-
nilai keadilan (ex aequo et bono) dan kepastian hukum. Selain itu, juga
harus menguntungkan para pihak yang bersangkutan. Apabila pertimbangan
hakim cermat dalam putusannya maka putusan tersebut berasal dari
penilaian hakim.?¢

Putusan hakim sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana
karena memberikan kepastian hukum bagi terdakwa, yang memungkinkan
terdakwa untuk memilih apakah akan menerima putusan atau mengambil
Tindakan hukum selanjutnya. Menurut Sudarto, hal-hal berikut harus
dipertimbangkan oleh hakim saat membuat keputusan berdasarkan aspek
yuridis, filosofis dan sosiologis: 2’

a) Pertimbangan Yuridis

26 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2004, hlm. 140.
27 Achmad Rifai’i, Penemuan Hukum dan Statistik, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, him. 195.
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Putusan yang dibuat oleh hakim berdasarkan keputusan perundang-
undangan secara formil dikenal sebagai putusan yuridis. Berdasarkan
hukum yang ada, hakim tidak bisa memberikan sanksi pidana kecuali
memiliki minimal dua alat bukti yang sah sehingga hakim meyakini bahwa
pelanggaran telah berlangsung dan terdakwa merupakan pelakunya (Pasal
183 KUHAP). Alat bukti yang sah termasuk hal-hal seperti keterangan
saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, atau hal-
hal yang telah dikenali secara umum sehingga tidak dapat diragukan lagi.
b) Pertimbangan Non Yuridis

(1) Pertimbangan Filosofis

Hakim membuat keputusan berdasarkan pertimbangan filosofis,
yang berpendapat bahwa pemidanaan adalah usaha untuk
memperbaiki diri pelaku kejahatan sehingga mereka bisa menjadi
pribadi yang lebih baik lagi dan bisa diterima lagi di masyarakat
setelah masa hukuman penjaranya telah berakhir.

(2) Pertimbangan Sosiologis

Putusan hakim dengan menggunakan pertimbangan secara
sosiologis adalah putusan yang memandang latar belakang sosial
pelaku dan memperhatikan fungsi pidana yang diberikan pada
terdakwa.?

Menurut Bambang Waluyo, hakim adalah bagian dari pengadilan

yang dianggap memahami hukum dan memiliki kewajiban serta tanggung

28 Ibid, hlm. 198.
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jawab untuk menegakkan keadilan. Dalam membuat keputusan, hakim
perlu mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi sosial, ekonomi,
dan budaya yang ada, yang bisa menjadi acuan untuk kasus serupa di masa
mendatang.?’ Secara umum, peran ratio decidendi adalah memberikan
landasan pemikiran dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Teori
ini sering digunakan sebagai acuan dasar bagi hakim dalam membuat
keputusan, dan memiliki dua fungsi penting dalam memberikan
pertimbangan terkait masalah hukum di masyarakat. Ratio decidendi
menjadi dasar sebuah putusan, yang dapat diikuti oleh pengadilan lain di
masa depan. Oleh karena itu, ratio decidendi memiliki peran penting dalam
menentukan interpretasi hukum dan memberikan kepastian hukum.
Pertimbangan hakim ini juga diperlukan dalam merumuskan masalah yang
kedua, yaitu menganalisis putusan.*’

Berdasarkan wuraian diatas, penelitian ini menggunakan teori
pertimbangan hakim untuk mengidentifikasi dan mengetahui unsur unsur
apa saja yang terpenuhi untuk hakim memutus suatu perkara. Teori
pertimbangan hakim ini membantu hakim dalam menjatuhkan putusan
kepada terdakwa secara adil dengan mempertimbangkan fakta, kondisi
sosial, dengan kasus-kasus sebelumnya sebelum hakim menyatakan

terdakwa terbukti bersalah secara sah.

2 Muh. Rizal S, dkk, “ Pertimbangan Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Terhadap
Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222/pid.B/
2018/PN. Mks)”, Jurnal Pemikiran dan penelitian ilmu- ilmu sosial hukum. Vol. 17. No. 1, 2022,
hlm. 142.

30 Andi Hakim dan Mhd. Hasbi, “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam menetapkan suatu
Putusan Persidangan Perkara Pidana”, jurnal ilmiah multidisplin, Vol. 1, No.12, 2020, hlm. 358.
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3. Teori Perbandingan Hukum

Teori perbandingan hukum adalah suatu kegiatan untuk
membandingkan sistem hukum satu dengan sistem hukum yang lainnya
dalam hal ini yang dimaksud membandingkan sistem lainnya merupakan
untuk mencari perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dari kedua
sistem tersebut kemudian diteliti dan diberi penjelasan mengenai bagaimana
hukum dapat berfungsi, bagaimana dalam adanya praktek atau faktor yang
bukan hukum dapat mempengaruhi pemecahan yuridisnya. Jadi untuk
membandingkan dua sistem hukum antar negara bukan sekedar
menggabungkan peraturan perundang-undangan saja melainkan mencari
kesamaan dan perbedaannya juga.’!

Dalam perkembangannya Montesquieu pernah menggunakan studi
perbandingan untuk membuat asas-asas umum yang berasal dari
pemerintahan yang baik. Teori perbandingan hukum juga dikenal dengan
sebutan comparative law atau droit compare yang telah diakui penggunaan
teorinya di negara-negara Eropa. Seiring berjalannya waktu perkembangan
teori ini semakin sering digunakan beberapa peneliti untuk melakukan
penelitian dan menjadi cabang khusus dalam studi ilmu hukum.*?

Salah satu pendapat ahli Sunaryati Hartono pernah mengemukakan
bahwa teori perbandingan hukum digunakan untuk kebutuhan ilmiah atau

kebutuhan praktis. Dalam kebutuhan ilmiah, teori ini digunakan untuk

3! Sunarjati Hartono, Kapita Selekta Perbandingan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti,
1988, hlm. 54.
32 Ibid, hlm.58.
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membandingkan berbagai macam sistem hukum, agar terpenuhinya
kebutuhan dalam memenuhi perbedaan serta persamaan sistem hukum.

Untuk kebutuhan praktis digunakan untuk: *3

a. Mempermudah dalam membentuk hukum nasional yang seluas-
luasnya;
b. Mempermudah dalam pembuatan perjanjian internasional dan

perjanjian lainnya yang berdasarkan bidang hukum perdata

internasional;

C. Perbandingan hukum dapat mencegah kesalah pahaman ataupun
sengketa internasional.

Berdasarkan wuraian diatas, penelitian ini menggunakan teori
perbandingan hukum untuk mengetahui dan memahami penerapan aturan
mengenai judi online yang ada di Indonesia, Belanda, maupun Jerman.
Dengan adanya teori perbandingan hukum ini dapat membantu dalam
menganalisis persamaan dan perbedaan aturan yang diterapkan di 3 negara

tersebut tentang perjudian secara online.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang
dilakukan dengan mengkaji dari berbagai perspektif teori hukum dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Yang

33 Ibid, him. 3-4.
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dimana berkaitan dengan isu-isu hukum yang akan dibahas di dalam
penelitian ini.
2. Pendekatan Penelitian

Dalam meneliti mengenai isu-isu hukum yang ada, peneliti hukum
memiliki beberapa jenis pendekatan untuk menemukan informasi dari
berbagai aspek yang sedang diteliti. Pendekatan penelitian memiliki arti
bagaimana sebuah penelitian yang akan dilakukan dapat berjalan sesuai
dengan rancangan yang ada.** Penulis disini akan membahas beberapa
pendekatan penelitian meliputi:

a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang
dikemukan oleh Johnny Ibrahim bahwa penelitian hukum yang
menggunakan metode penelitian hukum normatif wajib memakai
pendekatan undang-undang. Sebab penelitian yang akan diteliti oleh penulis
memiliki berbagai macam aturan hukum yang akan difokuskan pada inti
sebuah penelitian. Yang nantinya berbagai peraturan perundang-undangan
tersebut akan digunakan peneliti untuk meneliti serta menganalisis
peraturan perundang-undangan.3?

Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan untuk

membahas regulasi serta undang-undang terkait isu-isu hukum yang akan

34 Mudrajad Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti Dan
Menulis Tesis?, Jakarta: Erlangga, 2003, hlm. 54.

35 Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang:
Banyumedia, 2010, him. 302.
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dibahas. Dalam kegiatan secara praktis, pendekatan ini akan bermanfaat
bagi peneliti untuk mengetahui adakah keserasian dan celah antara undang-
undang dengan undang-undang lainya atau antara undang-undang dengan
Undang-Undang Dasar ataupun antara regulasi dengan undang-undang.
Kesimpulan dari kajian tersebut membentuk sebuah argumen untuk
memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi.*¢

Peneliti harus memiliki pemahaman mengenai asas lex superior
derogat legi inferiori dikarenakan jika terjadinya pertentangan antara
peraturan perundang-undangan yang secara hierarkinya lebih rendah
dengan hierarkinya yang lebih tinggi, maka hierarkinya yang lebih rendah
semestinya disingkirkan. Peneliti juga perlu memahami mengenai asas /ex
specialis derogat legi generali karena asas ini memiliki peraturan
perundang-undangan yang kedudukan hierarkinya sama. Namun, ruang
lingkup materi muatan antara kedua peraturan ini tidak sama. Adanya kedua
asas ini dapat dimengerti akan adanya peraturan perundang-undangan yang
baru lebih menggambarkan bentuk kebutuhan pada saat situasi tersebut
berlangsung.’’
. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pada metode pendekatan kasus hal pertama yang harus dimengerti
oleh peneliti adalah ratio decidendi, yang berarti hakim menggunakan

alasan-alasan hukum untuk bisa membuat keputusannya. Pendekatan ini

36 Peter Mahmud M, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2023, hlm. 136.
37 Ibid, hlm. 139-141.
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pada penelitian normatif bertujuan untuk mengetahui implementasi norma
dan aturan hukum yang digunakan dalam praktik hukum. Ratio decidendi
ini yang membuktikan bahwa ilmu yang memiliki sifat preskriptif adalah
ilmu hukum. Di Indonesia sendiri, sistem hukum yang di anut merupakan
civil law system, ratio decidendi itu sendiri dapat dilihat pada kalimat
menimbang dan pokok perkara. Sehingga alasan-alasan yang hakim sudah
berikan merupakan perbuatan yang kreatif.*®

Dalam kata lain studi kasus adalah penelitian yang dilakukan dengan
cara menggali suatu peristiwa hukum dalam suatu waktu dan
menggabungkan informasi secara detail dan mendalam yang dilakukan
dengan metode pengumpulan data. Cresswell mengemukakan pendekatan
studi kasus lebih diminati peneliti dalam penelitian normatif, oleh karena itu
penelitian secara studi kasus memerlukan banyak waktu yang memiliki
perbedaan dengan disiplin ilmu lainnya.*®

c. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)

Metode pendekatan perbandingan (Comparative Approach)
merupakan studi penelitian hukum dengan kegiatan membandingkan
hukum di sebuah negara dengan hukum yang ada di negara lainnya. Van
Apelddorn mengemukakan bahwa perbandingan hukum adalah ilmu bantu
untuk ilmu hukum dogmatik yang memiliki makna dalam membandingkan

aturan hukum serta putusan pengadilan yang ada dengan metode hukum

38 Ibid, hlm. 158-160.
39 Sri Wahyuningsih, Metode Penelitian Studi Kasus (Konsep, Teori Pendekatan Psikologi
Komunikasi dan Contoh Penelitiannya), Madura: UTM PRESS, 2013, hlm. 3.
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lainnya. Pendapat lain oleh Gutteridge yang mengatakan perbandingan
hukum bermula dari sebuah metode yang memiliki artian sistem
perbandingan yang mampu diterapkan kedalam berbagai cabang ilmu
hukum.4?

Tujuan penelitian perbandingan hukum ini yang akan dicapai adalah
agar dapat mengetahui persamaan serta perbedaan yang terdapat dalam
mengembangkan hukum diantara kedua negara itu sendiri. Namun dalam
tujuan ini tidak hanya melihat dalam persamaan dan perbedaannya saja
melainkan melahirkan pembaruan hukum. Tujuan penelitian diatas

dikemukakan oleh Romli Atmasasmita.*!

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Jenis dan sumber bahan hukum yang akan penulis gunakan dalam
penelitian ini adalah jenis data sekunder yang dimana data ini mencakup
sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan juga
sumber bahan hukum tersier, meliputi:
a. Bahan Hukum Primer
Sumber bahan hukum primer berasal dari data penelitian yang
sedang diteliti langsung oleh peneliti yang sedang mengumpulkan informasi
dan data. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang meliputi norma
dan kaidah dasar yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun

1945 yang memiliki sifat mengikat. Bahan hukum primer ini juga memiliki

40 Djoni Sumardi G, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law,
dan Hukum Adat), Bandung: Nusa Media, 2018, hlm. 2.
4! Ibid, hlm. 17.
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sifat autoritatif yang memiliki arti otoritas. Pada penelitian ini penulis
menggunakan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik
4. Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
5. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban
Perjudian.*
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder berasal dari pengertian yang diberikan dari
bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil karya hukum dari para
ahli ataupun akademisi hukum, susunan undang-undang serta pendapat-
pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana hukum. Sumber data bahan
sekunder diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan secara tidak
langsung dalam mengumpulkan data dan diberikan kepada pengumpul
data.®
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah suatu bahan hukum yang memiliki

fungsi untuk membantu memberikan informasi lebih lanjut terkait

42 Johnny Ibrahim, Op.Cit, him. 141.
4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta:
Rajargrafindo, 2004, him. 13.
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penjabaran dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.
Bahan hukum tersier terdiri dari; Kamus Besar Bahas Indonesia, Kamus
[lmu Hukum, Majalah Hukum, Jurnal Hukum, Ensiklopedia, serta sumber
lainnya yang berhubungan langsung dalam penelitian ini.**
Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian skripsi ini penulis memanfaatkan metode
pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan (Library Research)
yang dikerjakan dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, dan bahan tersier yang berkaitan langsung dengan masalah
hukum yang akan diangkat penulis dalam penelitian skripsi ini. Penelitian
secara Library Research biasanya dikenal dengan istilah Legal Research
atau Legal Research Instruction. Penelitian hukum ini tidak menggunakan
penelitian secara langsung atau penelitian lapangan (field research)
dikarenakan penelitian yang menggunakan metode ini menganalisis bahan-
bahan hukum yang biasa disebut /ibrary based, focusing on reading and
analysis of the primary and secondary materials.®
Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini
menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini
menggunakan hasil dari data deskriptif yang telah di uraikan dan dijabarkan

berdasarkan penelitian yang bermutu menggunakan Bahasa yang terstruktur

4 Ibid, him. 14.
4 Johnny Ibrahim, Op.Cit, hlm. 46.
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dan baik bagi pembaca agar mudah untuk dipahami. Analisis kualitatif
digunakan untuk melakukan Analisa pengumpulan informasi dan data
dengan cara proses menghubungkan teori-teori hukum yang berkaitan
dengan permasalahan yang akan di teliti, dan ditarik kesimpulannya untuk
memperoleh hasil dari yang akan dicapai.*®
. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada pembahasan skripsi yang akan diteliti oleh penulis, Teknik
penarikan kesimpulan adalah tahap yang paling akhir dari aktivitas
pengelolaan data. Teknik ini diperoleh berdasarkan data yang sudah ada
melalui studi kepustakaan, kemudian akan ditarik kesimpulan yang melalui
proses induktif yang artinya dengan cara menarik kesimpulan dari data yang

umum hingga ke khusus.*’

46 Peter Mahmud M, Op.Cit, him. 107.
47 Ibid, him. 202.
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